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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kekuasaan selalu tidak dapat terpisahkan dari hal-hal yang negatif atau 

sering dikatakan kekuasaan identik dengan aspek - aspek negatif, namun disisi 

lain kekuasaan juga mengandung aspek positif.  Kekuasaan cenderung korup dan 

kekuasaan yang absolut cenderung absolut korup (Lord Action).1 Namun harus 

juga diakui bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum merupakan kekuasaan 

yang anarki sehingga dapat dikatakan tanpa kekuasaan, hukum hanyalah sebagai 

angan-angan saja. Oleh karena itu hukum, kekuasaan, dan korupsi bagaikan tiga 

bersaudara yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.  Dalam 

keadaan yang ideal, ketiganya seharusnya mandul di dalam pemerintahan yang 

demokratis, dimana sistem “check and balances” sudah benar-benar diproteksi 

dengan baik.2 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang fenomenal saat ini dan 

dapat dikatakan saat ini korupsi merupakan salah satu hal yang lumrah ditemui 

dimana - mana hampir disetiap negara dihadapkan dengan persoalan korupsi.3 

Pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan 

 
1 H.M. Arsyad Sanusi, Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan , Vol.6, Nomor 2, Juli 

2009, hlm 2, Dapat diunduh melalui https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=showdetail&id3 

518 , pada tanggal 12 September 2021 pukul 08.00 WIB. 
2 Ermania Widjayanti dan Septa Candra, Pemikiran Romli Atmasasmita tentang 

Pemberantasan Korupsi di Indonesia, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta , 2016, hlm 3. 
3 RB Budi Prastowo, Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum. Vol.24, Nomor 3, 

2006, Dapat diunduh melalui http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/ 

1124, pada tanggal 11 September 2021, pukul 23.00 WIB. 

https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=showdetail&id3
http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/%201124
http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/%201124
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zaman serta cara mengatasinya pun harus berkembang mengikuti 

perkembangan zaman.4 Akhir - akhir ini korupsi semakin sering diperbincangkan, 

baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan 

sebagainya. Saat ini Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius khususnya 

bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan 

masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma 

negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat 

internasional.5 

Secara etimologi atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin 

corruption atau coruptus, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah 

corrumpere. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di 

Eropa, seperti dalam bahasa Inggris yaitu corruption, corrupt, sedangkan  dalam 

bahasa Prancis yaitu corruption, dan bahasa Belanda corupptie atau korruptie 

yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti 

kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dan kesucian.6 

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan memiliki maksud 

untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi 

atau kepercayaan orang, hal ini dilakukan dengan melawan hukum dan dengan 

salah menggunakan kedudukannya untuk memperoleh sesuatu keuntungan bagi 

 
4 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, 

Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 6.   
5 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan 

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi,  PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1. 
6 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1991, hlm 7. 



 
 

3 
 

diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang 

lain.7 Secara sosiologis, korupsi merupakan salah satu tindakan desosialisasi, yaitu 

suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam system 

social. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi dalam 

cara pandangan sosiologis terdapat tiga model korupsi di Indonesia yaitu :8 

a. Corupption by need artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, 

apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. 

b. Corruption by greed artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu 

sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. 

c. Corruption by chance, artinya korupsi terjadi karena ada kesempatan. 

Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam extra ordinary crime atau kejahatan 

luar biasa . Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa: 

“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga 

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu 

dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana 

korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem 

pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.9 

 
7 M.Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan), Unsri Press, Palembang, 2014, hlm 8. 
8 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindakan Pidana Korupsi, 

Indonesia Lawyer Club, Cet 1, Surabaya, 2010, hlm.1. 
9 Mansyur Kartayasa,Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan 

Legislasi Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 7. 
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Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau white collar 

crime. Berbeda dengan kejahatan jalanan atau sering disebut blue collar crime, 

Perbedaan white collar crime ini yaitu pada pihak-pihak yang terlibat ialah orang-

orang yang terpandang yang ada di dalam masyarakat dan berpendidikan.10 Bukan 

hanya di Indonesia saja tetapi juga di berbagai dunia, korupsi selalu mendapatkan 

perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini tidak 

dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak 

pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat 

yang adil dan makmur.11 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap 

orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau saran yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara.12 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 

tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, 

atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara 13.  

 
10 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2013, hlm 1. 
11 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sianr Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1. 
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 
13  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah : 

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara 

2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara 

3. Menteri 

4. Gubernur 

5. Hakim  

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku  

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.14 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk 

melakukan pertanggungjawaban pidana atas perilakunya. Menurut hukum tidak 

ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai 

tiada pidana tanpa kesalahan atau green straf zonder schuld atau keine strafe ohne 

schukd (Jerman) atau actus non facit reum nisi mens sit rea atau actus mens reas 

(Latin).15 Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara 

 
14 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN 

NO. 4150. 
15 RB Budi Prastowo, 2006, “ Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum 

Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal 

Hukum, Volume 24. Nomor 3, dapat diunduh melalui 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124 , pada ada tanggal 11 

September 2021 pukul 23.00 WIB. 

 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124
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mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan 

antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan karakteristik 

orang yang melakukan. Menurut George P. Flectcher menyatakan bahwa orang 

yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah 

orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak dan 

juga tergantung apakah seseorang tesebut memang benar telah memenuhi unsur 

tindak pidana atau belum. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti 

telah melakukandan memenuhi unsur unsur tersebut. 

Pada praktiknya dalam hal menjalankan berbagai modus tindak pidana 

korupsi, para pegawai negeri dan pejabat negara sering dijadikan sebagai sasaran 

dalam melaksanakan kejahatannya. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi yang 

dijalankannya sangat vital atau berkaitan yang berkenaan dengan jalannya roda 

pemerintahan, mengingat para pejabat ataupun pegawai instansi pemerintahan 

memiliki kewenangan dalam hal menjalankan perekonomian negara. Hal tersebut 

yang membuat para pelaku kejahatan korupsi sering memanfaatkan jabatan yang 

dimiliki oleh para pegawai instansi pemerintahan guna meloloskan 

kepentingannya, baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau 

para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi guna mempercepat urusan 

kepentingannya.16 

 
16 Mohamad Hadi Sutjipto, 2019, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 

Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn), Jurnal Ilmu Hukum “THE 

JURIS” Vol. III, No. II, dapat diunduh melalui http://ejournal.stih-

awanglong.ac.id/index.php/juris/article /view/69/52, pada tanggal 9 september 2021, pukul 18.00 

WIB. 

 

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article%20/view/69/52
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article%20/view/69/52
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Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi. Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian atau dalam arti luas, yakni meliputi 

pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya.17 Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan 

seseorang yang memberikan sesuatu baik berupa uang atau benda kepada orang 

lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun yang di garis bawahi disini 

apabila pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan 

atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya 

sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk 

memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi 

integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang 

tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. 

 Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara 

negara dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi bisa jadi disadari oleh 

penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan 

sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi 

sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis 

dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara. 

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan 

 
17 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN 

NO. 4150 
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karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya. Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat 

disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.18 

Faktanya Saat ini Kasus gratifikasi memang marak di Indonesia salah satu 

contoh kasus yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara 

Enim. Kasus gratifikasi ini dilakukan oleh Tersangka A.Elfin Mz Muchtar selaku 

Pegawai Negeri Sipil. Terdakwa Elfin Mz Muchtar memiliki jabatan sebagai 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara 

Enim Nomor. 821.2/23/BKPSDM-2/2018 pada tanggal 23 Maret 2018 sekaligus 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .  

Terdakwa A Elfin Mz Muchtar menerima komitmen fee selaku PPK yaitu 

sebesar total Rp2.695.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima 

juta rupiah) yang dilakukan dalam beberapa tahap. Uang tersebut diberikan 

dengan tujuan untuk memenangkan pelelangan proyek dan mempermudah 

pengerjaan 16 proyek dana aspirasi DPRD dan proyek lainnya di dinas PUPR 

Kabupaten Muara Enim TA 2019. Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa 

dalam tuntutannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

 
18 Hidayat, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak 

Pidana Korupsi, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2, Dapat diunduh melalui  

https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku 

tindak.pdf  pada tanggal 19 September 2021, pukul 15.11 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku%20tindak.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku%20tindak.pdf
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yaitu 

yang menyatakan dalam ayat 1 yaitu :19 

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” 

  Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutannya bahwa 

 terdakwa A. Elfin Mz Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagimana diatur dan 

diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

  Menghukum terdakwa A. Elfin Mz Muchtar dengan pidana penjara selama 

4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan 

perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda 

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan 

kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah 

putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, dan apabila uang pengganti 

 
19 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN. 2001/ No. 134, TLN 

NO. 4150. 
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tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) 

bulan penjara. 

Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg hakim Menyatakan terdakwa A.Elfin Mz Muchtar terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara  

bersama-sama dan berlanjut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat 

(1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang tersebut terdawka dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 

dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan 

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 

Rp.2.365.000.000.00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
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untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 8 (delapan) 

bulan. 

Pada putusan hakim terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan pidana 

penjara 4 (empat) tahun dimana hukuman tersebut masih tergolong ringan untuk 

membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain terutama penyelenggara 

negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan 

penulisan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT 

PEMBUAT KOMITMEN KABUPATEN MUARA ENIM (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg? 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara 

Enim. 

2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten 

Muara Enim. 

D.  Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitianenelitian diatas diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana dan khususnya 

mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

ilmu hukum yang dipelajari dan yang didapat selama di perkuliahan 

agar dapat diterapkan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu 

hukum serta dapat memberikan informasi kepada pembaca. 
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E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk 

membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian ini agar Penulis telah 

membatasi permasalahan yang dibahas  dalam penulisan ini agar dapat 

menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini 

serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai 

pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Muara Enim. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi / Mahkamah Agung.20 Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

telah diatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa tugas 

hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap 

 
20 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,  Cetakan Kelima, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140. 
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perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara 

pidana, perdata maupun tata usaha negara.21 

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori 

yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

dalam suatu perkara, yaitu: 

a) Teori Keseimbangan merupakan keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang- Undang dengan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut dan berkaitan dengan perkara. 

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim 

merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Dalam menjatuhkan putusan, 

hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana. 

c) Teori Pendekatan Keilmuan dimana bertitik tolak dari pemikiran bahwa 

proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan penuh 

dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan 

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

d) Teori Pendekatan Pengalaman dimana dengan pengalaman yang dimiliki 

oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang 

dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, 

korban maupun masyarakat. 

e) Teori Ratio Decidendi dimana teori ini mempertimbangkan segala aspek 

yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian 

 
21 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 

2009/ No. 157, TLN NO. 5076. 
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mencari peraturan perundang - undangan yang relevan dengan pokok 

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara.22 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia ada istilah tidak ada 

kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian di formulasikan sebagai 

tiada pidana tanpa kesalahan atau geen starf zonder schuld atau strafe ohne 

schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisi mens sit rea atau actus reus 

mens rea (Latin).23 Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana 

dan tidak di temukan dalam Undang-Undang. Menurut Van Hamel 

pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang 

membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat 

sungguh-sungguh dari perbuatan - perbuatan sendiri, mampu untuk 

menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban 

masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons 

menyatakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah 

 
22 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112. 
23 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2011, Jakarta, hlm 12. 
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keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis dengan 

perbuatan yang dilakukan.24 

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (Persoonlijk) sehingga 

orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) karena kesalahan orang 

lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau 

menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide: 

Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang 

merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 

KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.25 Menurut Prodjohamidjojo, 

seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana 

dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang 

dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu: 

a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur 

melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif. 

b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 

atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.26 

 

 
24 Eddy O.S, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Pidato 

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Senin 30 

Januari 2012. Moeljatno, 2008. hlm 155-156. 
25 RB Budi Prastowo, Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Vol. 24, Nomor 3, 

2006, hlm 224. Dapat diunduh melalui https://www.neliti.com/publications/13099/delik-

formilmateriil-sifat-melawan-hukum-formilmateriil-dan-pertanggungjawaban-p, pada tanggal 11 

September 2021 pukul 23.00 WIB. 
26 Prodjohamidjojo, Martiman, Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 31. 
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3. Teori Pemidanaan  

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa Pemidanaan bisa diartikan 

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum 

pidana.27 Sedangkan menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa Pemidanaan 

merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat 

dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa 

dalam suatu kasus.28 Sehingga tujuan pemidanaan dapat diartikan penjatuhan 

hukuman yang dialami terpidana yang sudah terkandung di dalam pidananya 

dimana menimbulkan rasa derita. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di masa 

lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila 

berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana 

adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. 

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam 

teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat 

digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :29 

1) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

Teori absolute lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. 

Menurut teori ini pembalasaan adalah Legitimasi pemidanaan. Pidana 

dijatuhkan kepada pelaku karena just deserts, bahwa mereka dihukum 

karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. 

 
27 M. ِ Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hlm 114. 
28 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2007,  hlm 2. 
29 Marcus Priyo Gunarto, 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan 

Pemidanaan, Jurnal UGM, Vol 21, No. 1, 2009, Dapat diunduh melalui https://jurnal. 

ugm.ac.id/jmh /article/view/16248/10794 pada tanggal 28 agustus, pukul 13.34 WIB. 
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Selanjutnya teori absolute atau teori pembalasan yang menjadi dasar 

pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan 

objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan keasalahan pelaku, 

pembalasan terhadap pelaku yang tercela dan pembalasan objektif adalah 

pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh 

pelaku.30 

2) Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 

Jika teori absolute menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai 

pembalasan, maka teori relatif ini mencari dasar pemidanaan adalah 

penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidananya untuk mencegah 

kejahataan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. 

Hal ini karena relasi antara ketidakadilaan dan pidana bukanlah hubungan 

secara apriori. Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak 

dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal 

ketidakadilaan.31 

3) Teori Gabungan (vernengings theorien) 

Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolute 

dan teori relatif juga terdapat kelempok ketiga yang disebut teori 

gabungan. Dimana terdapat kombinasi anatara pembalasan dan ketertibaan 

masyarakat. Maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk 

melindungi ketertibaan umum.32 

 
30 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cetakan Kedua, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm 37 – 38. 
31 Ibid, hlm 39. 
32 Ibid, hlm 41. 
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4. Teori Kewenangan  

Menurut Philipus M. Hadjon, Hukum tata negara mendeskripsikan 

wewenang (bevoegdheid) sebagai kekuasan hukum (rechtsmacht). Sehingga 

wewenang berkaitan dengan kekuasaan dalam konsep publik 33 Sejalan 

dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen 

atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang 

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.  

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk 

memperoleh kewenangan pemerintah yaitu dengan atribusi, delegasi, dan juga 

mandat.34  Sehingga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus 

bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, 

maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan 

suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi 

setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari 

sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga 

kategori kewenangan, yaitu sebagai berikut : 35 

a. Kewenangan Atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya 

pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam 

pelaksanaan kewenangan atributif ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau 

badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan 

 
33 Philipus M. Hadjon, Makalah tentang Kewenangan, Yuridika, Surabaya, 1997, hlm 1. 
34 Nur Basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65. 
35 Ibid, hlm 75. 
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atributif mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat 

atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. 

b. Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan 

perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggungjawab dan 

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih 

pada delegataris. 

c. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses 

atau prosedur perlimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada 

pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam 

hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan 

delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian 

dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan 

didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah 

kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan 

delegasi.36 Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan 

dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama 

yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah 

dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum 

 
36 Ibid, hlm. 34. 
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yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga 

kekuasaan undang-undang (de heerchappij van de wet).37  

5.  Teori Pembuktian 

Pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran 

materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, maka hakim pidana 

dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti.38  

Pada hukum acara pidana, pembuktian ialah mencari kebenaran materiil, 

KUHAP yang menetapkan tahapan ketika mencari kebenaran sejati yaitu : 

a. Penyidikan 

b. Penuntutan  

c. Pemeriksaan di persidangan  

d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan  

Maka, pembuktian hanyalah salah satu dalam pelaksanaan aturan acara 

pidana sebagai keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 39 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya hal ini 

ditegaskan didalam pasal 183 KUHAP . Tidak ada yang menghambat proses 

 
37 Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, UNYPress, Yogyakarta, 2011, hlm 89. 
38 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, 

Yogyakarta. 2013. hlm 241. 
39 Ibid, hlm.242. 
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hukum serta menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan  pembuktian 

kejahatan.40 

Lilik Mulyadi menyatakan, terdapat dua macam beban pembuktian yaitu 

absolut dan terbatas berimbang. Beban pembuktian yang bersifat absolut, 

dikatakan sebagai pembebanan sepenuhnya berada pada penuntut umum, 

sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang, seperti misalnya dalam 

Undang-Undang Tipikor, tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian, 

akan mendapatkan porsi pembahasan dalam bagian selanjutnya.41 

G. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang berpacu pada 

norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan 

dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berada di 

masyarakat, dengan cara mencari bahan pustaka atau data sekunder 

sebagai landasan penelititan. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang 

dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam 

fokus penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode 

 
40 Isma Nurillah, Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian 

Uang,Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2, 2019, hlm 213, diakses dari 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229, pada tanggal 12 

Desember 2021 . 
41 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni h, 

Bandung, hlm 103. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444/229
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yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan 

pustaka yang ada.42 

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan 

penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 43 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka metode 

pendekatannya berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan kasus. 

Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum 

khususnya menyangkut hukum tindak pidana korupsi suap. Sedangkan 

pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana 

korupsi dalam bentuk gratifikasi yang sudah diputus untuk memfokuskan 

penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan agar penulis mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek. Adapun pendekatan penelitian ini 

merupakan Pendekatan Konseptual, dilakukan untuk menelaah dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. 

 

 
42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14. 
43 Ibid, hlm 14. 
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3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari: 

a.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoriatif, bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan 

hakim serta perundang-undangan.44 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

4. Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Plg. 

 

 

 
44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, 

2014, Jakarta, hlm 181. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti, rancangan Undang-Undang, segala 

dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak 

pidana korupsi, seperti buku, majalah dan berbagai situs internet yang 

berkenaan dengan penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang 

mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan-

bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini ialah berhubungan 

dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur 

hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum yang di lakukan dalam penelitian ini 

dengan cara membaca, memahami, mengutip dan merangkum serta 

membuat catatan-catatan analisis yang berasal buku-buku dan dokumen-

dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan 

kegunaan dari studi kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan 

penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur yang 



26 
 

 
 

 

berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dimana 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan 

dibawahnya. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianlisis 

secara kualitatif yaitu memaparkan kenyataan - kenyataan yang di 

dasarkan atas hasil penelitian. Artinya data dan informasi dikumpulkan, 

diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis 

untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini. 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

menggunakan rasio/penalaran. 
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